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ABSTRAK 
MUHAMMAD MARULI TUA SITORUS 

 

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman merupakan suatu tindakan 
oleh pelaku yang disertai kekerasan dan ancaman terhadap seseorang 
dengan maksud agar seseorang yang menguasai barang dengan mudah 
untuk menyerahkan sesuatu barang yang dikuasai dibawah kekerasan 
dan ancaman. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana 
modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 
2898/Pid.B/2018/PN.Mdn, bagaimana penegakan hukum pelaku tindak 
pidana pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 
2898/Pid.B/2018/PN.Mdn, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 
Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn. 
 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustakaan (library 
research) dengan menganalisis putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn. 
Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan 
disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. 
 
Modus operandi tindak pidana pemerasan dalam Putusan Nomor 
2898/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah terdakwa dan saksi Jufrianto Tarigan Bin 
Amir Tarigan bersama-sama pergi ke Alfamart untuk mengambil uang 
SPSI dan diberikan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 
tetapi setelah diintrogasi terdakwa dan saksi Juprianto Tarigan  bukan 
atau tidak terdaftar sebagai seorang anggota SPSI, sehingga terdakwa 
dan saksi Juprianto Tarigan diamankan ke Polda Sumatera Utara berikut 
barang bukti guna untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan 
terdakwa mengakibatkan Alfamart mengalami kerugian. Penegakan 
hukum pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam 
Putusan Nomor 2898/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah terdakwa dijatuhi pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa  telah 
sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan  dan 
semua unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 dan 
Pasal 56 KUHP terpenuhinya. 
 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan 
bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 
2898/Pid.B/2018/PN.Mdn bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana 
penjara terhadap terdakwa mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai 
dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai 
dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan 
pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan. 
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